
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pemberdayaan Lembaga Kerhasyarakatan Desa, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan.
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8.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 225);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 203);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 569);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan.
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10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 17 

TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 

wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam 

pembangunan.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Desa.

8. Rukun Warga.......
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8.

9.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah keijanya yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman 

bagi Desa dalam membentuk dan memberdayakan LKD.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. mendudukkan fungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pembentukan dan penetapan LKD;
b. Musdes; dan
c. pendanaan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKD 

Pasal 3

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

memenuhi persyaratan:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
b. berkedudukan di Desa setempat;
c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
d. memiliki kepengurusan yang tetap;
e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan.......

i
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV 

MUSDES

Pasal 4

(1) Pembentukan LKD dilaksanakan dengan Musdes.

(2) Pelaku Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pemerintah Desa;
b. Badan Permusyawaratan Desa; dan

c. unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara 

lain terdiri dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok perajin;
g. perwakilan kelompok perempuan;
h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musdes 

dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan 

budaya masyarakat.

(5) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. perwakilan kewilayahan;
b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
d. perwakilan kelompok lanjut usia;
e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan 

sesuai kearifan lokal masing-masing Desa.
(6) Dalam.........

/
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(6) Dalam hal diperlukan, Musdes dapat menghadirkan narasumber yang 

berasal dari:

a. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. investor;

c. akademisi;

d. praktisi; dan/atau

e. organisasi sosial masyarakat.

Pasal 5

Unsur masyarakat dalam Musdes berhak:

a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang 

akan dibahas dalam Musdes;

b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musdes maupun tindak lanjut hasil 

keputusan Musdes;

c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir 

sebagai peserta Musdes;

d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan 

aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; 

dan

e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama 

berlangsungnya Musdes.

Pasal 6

Unsur masyarakat dalam Musdes berkewajiban:

a. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;

b. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, 
pandangan, dan kepentingan;

c. berperan serta secara aktif dalam Musdes yang demokratis, transparan, dan 

akuntabel;

d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan

e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, 
dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 7.

(
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musdes dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa memberikan bantuan pembiayaan bagi LKD yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat berupa
bantuan operasional/honorarium/insentif/tunjangan/pemberdayaan
masyarakat /pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan 

keuangan Desa.

(3) Bantuan pembiayaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan dilaporkan secara 

tertulis kepada Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Sumber dana RT/RW dapat berasal dari swadaya masyarakat, bantuan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah serta 

bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.

(2) Sumber dana RT/RW yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah 

Daerah.

(3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur, akuntabel serta 

dilaporkan secara tertulis kepada Lurah.

(4) Dalam rangka meningkatkan kineija ketua RT/RW dapat diberikan 

tunjangan.

(5) Besaran tunjangan ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(6) Besaran tunjangan ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI..............



- 8 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal Movtmj>cr 2019

fUPATI BOYOLALI /

^SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 26

SEKRETARIS DAERAH

2019

BUPA BOYOLALI,

' Telah diteiiti 
Bagian Hukum 

Setda
Paraf ^ f

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR


